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Abstrak
 

ABSTRAKSI 
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Dengan melihat fakta adanya disparitas kemiskinan antar daerah yang terus terjaga dari tahun ke tahun,

penelitian ini bertujuan untuk menjajagi kemungkinan adanya fenomena lingkaran kemiskinan (poverty

circle) di Indonesia, yaitu apakah "tingkat kemiskinan suatu daerah adalah fonomena penyebab sekaligus

akibat". Lingkaran 

<br />

kemiskinan akan mengacu pada teori Nurkse (1953) yang menyatakan: tingkat kemiskinan yang tinggi suatu

daerah terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut. Pendapatan perkapita yang rendah

terjadi karena investasi perkapita yang rendah. Investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan

domestik perkapita yang rendah. Permintaan domestik perkapita yang rendah terjadi karena tingkat

kemiskinan yang tinggi - demikian seterusnya - sehingga daerah yang terbelakang akan tetap terbelakang. 
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Penelitian ini akan mencoba menyusun model ekonometrika yang mampu membuktikan, apabila ada

fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia secara lebih aplikatif dalam rangka perencanaan kebijakan

pengentasan kemiskinan yang sedang menjadi program prioritas pemerintah / pemerintah daerah. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yang terdiri atas 7

(tujuh) langkah yaitu: (1) merumuskan spesifikasi model lingkaran kemiskinan mengacu pada teori Nurkse

di muka; (2) mengumpulkan dan memverifikasi konsistensi data terutama berkaitan dengan pemekaran

wilayah; (3) menguji adanya hubungan kausalitas dua arch antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan

perkapita melalui uji Granger; (4) menaksir parameter model lingkaran kemiskinan dengan metoda

Weighted Two Stages Least Squares; (5) mengevaluasi model apakah "bermakna secara teoritis" dan "nyata

secara statistic"; (6) menguji daya prediksi model; dan (7) melakukan simulasi kebijakan menggunakan

model yang dihasilkan. 
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Melalui uji Granger dapat dibuktikan dengan tingkat nyata 5% bahwa terdapat hubungan dua arah antara

tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendapatan perkapita daerah tersebut, baik bila kemiskinan diukur

dengan PO (head-count index), P1, (tingkat kedalaman kemiskinan) maupun P2 (tingkat keparahan

kemiskinan). Temuan ini menjelaskan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan langsung. 
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Melalui serangkaian tahapan analisis ekonometri, penelitian ini telah membuktikan adanya lingkaran

kemiskinan dengan pola hubungan tidak langsung sebagaimana dinyatakan oleh Nurkse. Ada 3 (tiga) model

lingkaran kemiskinan yang dihasilkan yaitu model lingkaran kemiskinan PO, P1 dan P2. Seluruhnya telah

memenuhi kriteria "bermakna secara teori" dan "nyata secara statistik", namun model PO adalah yang

terbaik dari kriteria ekonometri. 
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Berbeda dengan teori Nurkse yang cenderung pesimistis terhadap masa depan daerah yang terbelakang,

penelitian ini menghasilkan model lingkaran kemiskinan yang lebih optimistis dalam anti bahwa ada

peluang bagi daerah yang terbelakang untuk keluar dari jebakan kemiskinan apabila mampu melakukan

kebijakan sebagai berikut: (a) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama melalui peningkatan

pendidikan dan kesehatan masyarakat; (b) mengembangkan sektor industri dan jasa sehingga perannya

meningkat dalam perekonomian daerah; (c) meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung

perekonomian daerah; (d) meningkatkan upah riil masyarakat; (e) meningkatkan kualitas tata pemerintahan

daerah, terutama dengan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak pro investasi, serta meningkatkan

alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang lebih pro terhadap masyarakat miskin. 

<br />

 

<br />

 

		


